
113 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

 
Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan 

(judicialprudence) termasuk interprestasi Undang-Undang 
(legispridence). Kencana Perdana Media Group. Jakarta. 

 
Andi Hamzah. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. PT Sinar Grafika. 

Jakarta. 
 
---------------. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Balai 

Aksara Yudhistira. Jakarta.  
 
---------------. 2016. Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana. PT Alumni. 

Jakarta. 
 
A. Soetomo. 1990. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan. Pradyna 

Paramita. Jakarta. 
 
Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). 

Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 
 
Gatot Supramono. 1991. Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal 

Demi Hukum. Djambatan. Jakarta. 
 
Hyronimus Rhiti. 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke 

Postmodernisme). Cetakan Kelima. Universitas Atma Jaya. 
Yogyakarta. 

 
Jaap Hage. 2005. Studies In Legal Logic. Springer the Netherlands. 
 
Leden Marpaung. 2008. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar 

Grafika. Jakarta. 
 
Lilik Mulyadi. 1996. Hukum Acara Pidana. Suatau Tinjauan Khusus 

Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Citra 
Aditya Bakti. Bandung. 

 
---------------.. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif Teoritis dan 

Praktik. Citra Aditya Bakti. Bandung. 
 
---------------.. 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara 

Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 
 
Luhut M. P. Pangaribuan. 2013. Hukum Acara Pidana. Cet. Ke-1, 

Djambatan, Jakarta. 



114 
 

 
Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. Hukum dalam Pendekatan 

Filsafat. Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta. 
 
M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian 

Filsafat Hukum, Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta . 
 
M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
---------------.. 2010. Hukum Acara Perdata,. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
---------------.. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan 
Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta. 

 
Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan 

Artikel. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 
 
L. J. Van Apeldoorn. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita. 

Jakarta. 
 
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media 

Group. Jakarta.  
 
---------------. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta. 
 
---------------. 2020. Teori Hukum. Kencana. Jakarta.  
 
R. Abdoel Djamali. 2008. Pengantar Hukum Indonesia. PT Raja 

Grafindopersada. Jakarta. 
 
Riadi Asra Rahmad. 2019. Hukum Acara Pidana. Cet. Ke-1. PT Raja 

Grafindo Persada. Depok.  
 
Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Prenada 

Media Group. Jakarta. 
 
Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra 

Aditya Bakti. Bandung. 
 
Suyanto 2018. Hukum Acara Pidana, Zifatama Jawara. Sidoarjo. 
 
Satjipto Rajardjo. 2012. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 

Soedirjo. 1995. Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana. Akademika 
Pressindo. Jakarta. 

 



115 
 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif. 
Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

 
Widodo Dwi Putro. 2011. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. 

Gema Publising. Yogyakarta. 

Jurnal 
 
Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani. 2017. Mekanisme 

Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana 
Anak. Jurnal Ulul Albab Vol. 1 No. 1, Universitas Islam Sultan 
Agung. 

 
Damanhuri. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls. Jurnal TAPIs, Vol. 

9 No. 2 Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Hukum Usluhuddin 
dan Stusi Agama UIN Raden Intan Lampung. 

 
 
Matheos F. Santos. 2021. Kajian Hukum Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum Menurut Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981. Jurnal Lex Crimen Vol. X No. 6. 
Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. 

 
M. Husni. Ilyas Ismail. dan Muzakkir Abubakar. 2013. Putusan Serta Merta 

dan Pelaksanaannya (Suatu Penelitian di Wiliayah Hukum 
Pengadilan Negeri Banda Aceh). Jurnal Ilmu Hukum 
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 2 No. 2. 

 
Syahrul Sitorus. 2018. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata. Jurnal 

Himah. Vol. 15 No. 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 
Tuban. 

 
Syukri Asy'ari dkk. 2013. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan 
Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4. 

 
R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji 
Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian 
Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume. 13, No. 2. 

 
 
 
 
 
 
 



116 
 

Lain-lain 

Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana. Hubungan Tarik-Menarik Antara 
Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan 
(Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah 
Konstltusi. Yogyakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas 
Islam Indonesia. 

 
Ristu. 2012. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap 

Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana. Tesis. Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. 

 
Romi Librayanto. 2016. Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan 

Rumusan Norma Hukum yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Indonesia. Disertasi. 
Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 

 
 
Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 

Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/J.A/11/1993 

tentang Pembuatan Surat Dakwaan. 



117 
 

Pedoman Kejaksan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. 

Putusan Pengadilan 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XX/2022. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XII/2013. 

 

Internet 

Lihat https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634 

 

 

 



 

 


